
GUBERNI.]R LAMPUNG
PERATURAN GT'BERI{UR LAMPUI{G

NOMOR 7 TAITTTN 20.22

TENTANG

PERUBAHAN ATAA PERATURAI{ GI'BERNUR NOMOR 57 TAIIT'I{ 2021
TENTANG PENJABARAN AN(X}ARAN PENDAPATAN DA.IT BELN{JA DAERAII

PROVIilSI LA.DIPUITG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERITUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Gubernur lampung tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka
menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Perairan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2022, Peraturan Menteri/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2O21
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022, Perafitran Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan
Dana Alokasi Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan
Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2022, perlu meninjau
kembali Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
l,ampung Nomor 57 Tahun 2O2L tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat



1

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor
126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah Daerah (hmbaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan [e mbaran Daerah 67571;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaal Keuangan Badan l,ayanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor lZl,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



-3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
l,aporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan T[gas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi t ampung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 201 1 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 754);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggarat 2022 (Berita Negara Tahun
2021, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
27],;

22. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Itmbaran Daerah Tahun 2007
Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung (L,embaran Daerah Tahun 2019
Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l,ampung Tahun Anggaran 2022 (l*mbaran Daerah Tahun
2021 Nomor l3);

25. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 41 Tahun 2O2O tentang
Rencana Keg'a Perangkat Daerah Lampung Tahun 2021
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 41);

26. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Tahun 2O2l Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

PERT'BAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57
TAIIUN 2O2L TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur l,ampung
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung (Berita
Daerah Tahun 2021 Nomor 57) diubah sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp7.O11.699.025.933,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1 . Belanja Operasi semula direncanakan sebesar

Rp4. 183.862.528.951,98 menjadi sebesar
Rp4.204.543.309.30 l,9B yang terdiri atas:

Menetapkan
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Jumlah Rp2.003.656.682.228,69
2) Belanja Barang dan Jasa

a. Semula Rp1.642.810.689.836,29
b. Bertambah Rp 18.701.596.351,00

1) Belanja Pegawai
a. Semula
b. Berkurang

Jumlah
3) Belanja Bunga

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah
4) Belanja Hibah

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah
5) Belanja Bantuan Sosial

a. Semula
b. Bertambah

Jumlah

Rp2.003.9 1 1.962.229,69
R 255.280.001 00

Rp 25.490.000.o00,00
0,00Rp

Rp1.66 1.5 12.286. 187,29

Rp 25.490.000.000,00

Rp 504.459.578.886,00

Rp 9.424.762.0OO,OO

Rp
Rp

502.225.114.886,00
2.234.464 .OOO,OO

Rp
Rp

9 .424 .762 .OOO,OO

0,00

2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rpl.468.304.303.559,00 yang terdiri
atas:
1) Belanja Modal Tanah

a. Semula Rp 70.000.000,00
b. Berkurang Rp 0,00
Jumlah Rp

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
a. Semula Rp 184.372.983.799,00

70.000.000,00

b. Berkurang R 4.082.500.200 00
Jumlah Rp 180.290.483.599,00

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
a. Semula Rp 296.569.322.170,00
b. Berkurang R 14.237.800.150 00
Jumlah Rp 282.331.522.O2O,OO

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
a. Semula Rp 975.476.141.040,00
b. Bertambah RD 0.00

b. Bertambah 0,00
Jumlah

Rp

Rp 3.207.689.000,00

Jumlah Rp 975.476.141.040,00
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a. Semula Rp 29.288.947.9OO,OO
b. Bertambah (Rp 2.360.480.000.00)
Jumlah Rp 26.928.467.900,00

6) Belanja Modal Aset Lainnya
a. Semula Rp 3.207.689.000,00
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Pasal 3
1. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja

Daerah mengakibatkan terjadinya Suplus/(Defisit) sebesar
(Rpa53.6 I 3.283.000,00)

2. Pembayaran Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap
pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp453.6 I 3.283.000,00

Pasal 4
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
tercantum dalam t ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini terdiri atas:
1. L.ampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah Uang;

4. tampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Uang;

6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial Barang;

7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Umum;

8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;

9. l,ampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Kabupaten;

10. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagr Hasil Kota;

11. Ia-mpiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagr Hasil Desa;

12. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

13. l,ampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

14. l"ampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH_Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja dan pembiayaan;
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15. l-ampiran IX Sir kronisasi kebrjakan pemerintah provinsi/
ka rupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan
Pe da tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
pe tjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan
Ne:1ara.

Pasal 5
l^ampiran sebagaimana ersebut dalam Pasal 4 mempakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Pcraturi r n Gubcrnur ini.

Pasal 6
Pelaksanaan PenJabaran Perubahan Anggaran PendapaEn clan BelanJa Daerah
Provinsi Lampung Tahurr Anggaran 2022 yeng ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksa:aaan Anggaran
Satuan Ke4'a Perangka i Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.

Pa.at II

Peraturan Gubernur ini r rulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang men,Btahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penr)mpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Diletapkan di Telukbetung
pada tanggai 13 Apni'2022

GI'BERITUR I,AUPUIIG,

ttd

ARfI{rAL I}rIIfAfDI

Diundangkan di Telukb'tung
pada tanggal 13 Aprt) 2{'22

SEXRETARIS DAERAII PR,OVIrSI LII PI'!TG,

ttd

FNIRIZAL DI\RilIIYTO

BERITA DAERAH PROV NSI LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

ai aslinya
HT'KU}T

SH M: t.
ama Muda

5()9()5 1991()5 1()()4


